
 

 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

1.  DPC  PDI Perjuangan Kabupaten Lombok Timur dalam 

melaksanakan Rekrutmen politik, khususnya rekrutmen anggota dan 

pengurus baik Ranting maupun DPC PDI Perjuangan tetap melalui 

mekanisme yang di atur dalam AD/ART, Peraturan Partai dan SK 

DPP. Rekrutmen anggota baru  yang dilaksanakan oleh DPC PDI 

Perjuangan Kabupaten Lombok Timur dilakukan oleh seluruh kader 

dengan cara persuasi yakni ajakan dan rekrutmen anggota baru yang 

di laksanakan oleh DPC bersifat terbuka bagi setiap masyrakat yang 

sudah berusia 17 tahun dan/atau sudah menikah. Pelaksanaan 

rekrutmen pengurus DPC PDI Perjuangan Kabupaten Lombok 

Timur setiap lima tahun sekali melalui konfercab. PDI Perjuangan 

Kabupaten Lombok Timur memiliki 20 PAC Sehingga dalam 

pembentukan pengurus DPC berjumlah 17 orang.  

2.  Kader PDI Perjuangan di tingkat Ranting akan lebih mengetahui 

kebutuhan masyarakat  karna ruang lingkup yang tidak terlalu luas, 

DPC PDI Perjuangan dapat berkoordinasi dengan pengurus PAC 

dan Ranting tentang perkembangan PDI Perjuangan di wilayah 

masing-masing. DPC PDI Perjungan Kabupaten Lombok Timur 



 

 

dalam melaksanakan rekrutmen politik calon anggota membebaskan 

masyarakat untuk mendaftarkan diri dalam partai, tanpa melihat dari 

sisi ekonomi dan status sosial, hal demikian menandakan bahwa 

partai PDI perjuangan terutama di kabupaten Lombok Timur 

terbuka untuk masyarakat dalam mencalonkan diri menjadi anggota 

partai dengan mengikuti mekanisme yang ada. 

5.2 Saran 

 Adapun saran yang di berikan oleh peneliti sebagai berikut : 

1. DPC PDIP Kabupaten Lombok Timur harus lebih massive lagi 

untuk meleibatkan kader-kader muda dalam proses partai politik 

dan menjalankan program serta pendidikan politik bagi 

masyarakat pada umumnya sebagai upaya pewarisan sistem politik 

agar semakin progresif. 

2. DPC PDIP Kabupaten Lombok Timur tidak melakukan rekrutmen 

berdasarkan kelas ekonomi dan status sosial masyarakat, tapi 

harus benar-benar melihat kapabilitas, loyalitas serta komitmen 

anggota yang akan di rekrut sebagai kader agar kredibilitas dan 

elektabilitas partai politik mendapat pengakuan positif dari 

masyarakat itu sendiri. 
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